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ABSTRAK
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365 K/Pid/2012 TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,67) pp, bibl, app.(IDA KEUMALA JEMPA, S.H.,M.H.)
Pasal 359 KUHP menyebutkan â€œBarangsiapa karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, merupakan dasar hukum yang digunakan oleh
majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 365 K/Pid/2012. Namun, dasar pemidanaan ini bertolak belakang dengan
fakta-fakta yang ada pada persidangan. Putusan Kasasi terhadap  para dokter sama sekali tak ada kaitannya dengan tindakan medis
yang dilakukan terhadap pasien karena berdasarkan tindakan operasi yang dilakukan telah sesuai prosedur berarti tidak ada
kelalaian.
Penulisan bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tentang unsur kelalaian dalam Pasal 359 KUHP
yang dilakukan oleh dokter kurang tepat dan menjelaskan hukuman yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Agung menggunakan Pasal
55 ayat (1) KUHP sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan  kurang tepat, serta untuk menjelaskan telah terpenuhi atau
tidaknya unsur kepastian hukum dan keadilan dalam Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 365/K/Pid/2012.
Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup
buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain sebagainya. Studi dilakukan dengan cara menelaah putusan
pengadilan dan mencari solusi atas permasalahannya.
Hasil analisis putusan menunjukkan dasar hukum pemidanaan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung kurang tepat, mestinya
majelis hakim tidak menerapkan dasar hukum Pasal 359 KUHP. Dokter dapat dikenakan pasal ini kalau dalam melakukan operasi
tidak sesuai prosedur dan menimbulkan akibat kematian, karena berdasarkan tindakan operasi yang dilakukan telah sesuai prosedur
berarti tidak ada kelalaian. Hakim Mahkamah Agung mestinya tidak memvonis penjara masing-masing terdakwa dengan pidana
yang sama yaitu penjara 10 bulan, karena tugas yang dilakukan para dokter tersebut masing masing punya tugas berbeda-beda pada
saat melakukan operasi. Hasil analisis juga menunjukkan, putusan yang dijatuhkan belum memenuhi unsur kepastian hukum dan
rasa keadilan bagi para dokter.
Disarankan kepada pemerintah yang membuat peraturan perundang-undangan untuk segera dibuat peraturan mengenai malpraktek
medis terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh dokter didalam sebuah undang-undang, sehingga para aparat penegak hukum
terutama polisi, hakim dan jaksa mengerti batasan-batasan mengenai malpraktek medis tersebut supaya tidak timbul kerancuan
dalam menerapkan dasar hukum, serta memberikan kejelasan aturan apa yang akan digunakan jika terjadi hal serupa demi
terwujudnya kepastian hukum, dan keadilan.
